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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sustainable Development Goals (SDGs) memuat 17 (tujuh belas) tujuan dan 

169 (seratus enam puluh sembilan) target capaian agenda dunia untuk 

meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus sebagai program 

lanjutan sebelumnya yaitu Millennium Development Goals (MDGs). Capaian 

MDGs di Indonesia sebelumnya sudah cukup terlaksana dengan baik, yaitu dengan 

tercapainya 49 (empat puluh sembilan) indikator dari 67 (enam puluh tujuh) 

indikator yang hendak dicapai.  

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui SDGs adalah “Tanpa 

Kelaparan” yang tertuang dalam tujuan ke-2 (dua) SDGs. Pada tujuan ini 

diharapkan agar tidak ada lagi kelaparan, dapat mencapai ketahanan pangan, 

perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan di 

Indonesia. Tujuan ini termasuk salah satu indikator MDGs yang belum tercapai 

sebelumnya. Maka dari itu untuk menunjang pelaksanaan tujuan ini diperlukannya 

perhatian dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Indonesia.  

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 
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dan/atau pembuatan makanan atau minuman.1 Dalam hal ini pangan merupakan 

kebutuhan dasar yang paling utama bagi manusia dan bagian dari pemenuhan Hak 

Azazi Manusia. Maka dari itu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan pangan warga negaranya.  

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.2 Untuk menilai tingkat 

ketahanan pangan suatu daerah dilakukan dengan menghitung Indeks Ketahanan 

Pangan (IKP) oleh Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disusun oleh Badan 

Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Indonesia. Dalam penyusunan IKP ini 

didasarkan pada 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari aspek 

ketahanan pangan, yaitu ketersedian, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. 

Secara umum kerangka dari aspek atau pilar ketahanan pangan dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

 

 

  

                                                
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 1 
2 Ibid, Pasal 1 Ayat 4 
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Tabel 1.1 Kerangka Pilar Ketahanan Pangan 

Ketersediaan Keterjangkauan Pemanfaatan 

a. Produksi pangan 

domestik 

b. Stok/cadangan 

pangan 

c. Ekspor-Impor 

a. Distribusi 

b. Stabilitas pasokan 

dan harga pangan 

c. Sistem logistik 

d. Manajemen logistik 

e. Daya beli 

masyarakat 

f. Akses terhadap 

pasar dan informasi 

a. Perbaikan pola 

konsumsi 

b. Penganekaragaman 

konsumsi 

c. Perbaikan gizi 

d. Keamanan dan mutu 

pangan 

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan 2020 Badan 

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kerangka konsep pilar 

Ketahanan Pangan yang terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan 

pemanfaatan pangan. Masing-masing aspek tersebut memiliki poin-poin yang 

hendak dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.  

Ketersediaan pangan sendiri berkenaan dengan jumlah pangan yang cukup 

aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari 

produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Sedangkan 

aspek keterjangkauan berupa kemampuan semua rumah tangga dan individu 

dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk 

kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, 

pembelian ataupun melalui bantuan pangan.3 Dan aspek pemanfataan berkenaan 

dengan penggunaan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi dan gizi pangan 

serta pengembangan keamanan pangan agar terpenuhinya kebutuhan hidup sehat. 

                                                
3 Ridwan Kurniawan Kapindo, Analisis Pengaruh Subsidi Pupuk, Kredit Pangan, Dan Pengeluaran 

Pemerintah Atas Infrastruktur Terhadap Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Skripsi, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2011, Hlm. 44 
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Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada aspek Keterjangkauan 

Pangan. Pemfokusan penelitian pada keterjangkau pangan dikarenakan hambatan-

hambatan distribusi pangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan 

stabilisasi pasokan dan harga pangan. Harga  komoditas pangan yang selalu 

berfluktuasi sehingga merugikan petani sebagai  produsen, pengolah pangan, 

pedagang  hingga konsumen. Kenaikan harga  bahan pangan ini digolongkan 

sebagai  komponen inflasi bergejolak (volatilefoods), karena sifatnya yang  mudah 

dipengaruhi oleh  masa  panen, gangguan  alam,  harga   komoditas 

bahan  pangan  domestik  dan internasional.4 

Hambatan-hambatan distribusi pangan yang menjadi kendala dalam 

mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan dikarenakan berbagai faktor 

seperti: (1) rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) ketidakcukupan 

pasokan pangan di suatu wilayah; (3) waktu panen bervariasi; dan (4) prasarana dan 

sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. 

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi harga pangan yang 

berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, 

dimana dalam ekskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi 

pangan.5 

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 

                                                
4 Website resmi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 

http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/pengembangan-usaha-pangan-masyarakat-pupm 
5 Petunjuk Tenis Fasilitasi Distribusi Pangan 2021 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia, Hlm. 2 
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Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, 

dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa 

Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem 

distribusi pangan.  Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau untuk 

masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara efektif dan efisien, bertugas 

mengendalikan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah yang memadai, mutu 

yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di 

tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.  

Maka dari itu Kementerian Pertanian Melalui Badan Ketahanan Pangan 

melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga 

pangan. Adapun terobosan yang dilakukan yaitu program Pengembangan Usaha 

Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Hal ini 

berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesiaa No. 

06/KPTS/RC.LLO/J/01/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha 

Pangan Masyarakat Tahun 2017. Program tersebut merupakan upaya Pemerintah 

untuk menjaga harga wajar di tingkat produsen serta mempermudah aksesbilitas 

pasokan dan harga di tingkat konsumen.6  

Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) mulai 

dilaksanakan sejak tahun 2016 di 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia. Program 

ini sebagai wujud dari pelaksanaan NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet 

                                                
6 Petunjuk Teknis Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Lanjutan Tahun 2019 
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Kerja yang mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan 

kedaulatan pangan. Sektor pertanian sebagai sektor yang tangguh dan dapat 

diandalkan dalam menunjang ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat 

dan berperan sangat penting dalam mengatasi adanya krisis yang disebabkan karena 

goncangan ekonomi ataupun faktor lain.7 

Untuk menunjang pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan 

Masyarat (PUPM) ini, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mencetus 

program penunjang yaitu Toko Tani Indonesia Center (TTIC). TTIC merupakan 

sarana atau wadah Gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan 

komoditas pangan hasil produksi pertanian yang diproduksi langsung dari pertanian 

serta komoditas pangan lainnya. Pembentukan TTIC dilakukan agar komoditas 

pangan yang dijangkau dari Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat 

(LUPM) lebih luas dan beragam, tidak hanya komoditas beras, cabe, dan bawang 

merah saja seperti yang difasilitasi melalui program sebelumnya yaitu PUPM, serta 

dengan pelaksanaan program TTIC ini juga memberikan kesempatan supplier 

pangan untuk memasarkan langsung komoditasnya dalam upaya pengendalian 

harga pangan.  

Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) ini dilakukan secara nasional 

oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2018 dengan mengembangkan TTIC di 20 

(dua puluh) Provinsi di Indonesia. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) 

                                                
7 Artise H.S. Salendu, dkk, Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Sapi di Masa Pandemi Covid-19, 

Jurnal Agriwidya ,Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 240 
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Kementerian Pertanian Mulyadi Hendiawan, pada Launching Toko Tani Indonesia 

Center (TTIC) DI Yogjakarta, Kamis (3/4) 2018 mengatakan bahwa :8 

"Pengembangan TTIC merupakan salah satu bentuk intervensi 

pemerintah untuk mempengaruhi harga pangan dari spekulan 

pangan, sehingga tercipta harga pangan yang wajar.” 

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang termasuk ke 

dalam pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di 20 Provinsi oleh 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2018 lalu. Dalam hal 

ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjuk Dinas Pangan Provinsi Sumatera 

Barat yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan program TTIC sesuai dengan 

Keputusan Gubernur Sumatera Barat No : 521 – 208 – 2019 Tentang Penunjukan 

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Sebagai Penanggungjawab Pengelolaan 

Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Selanjutnya Dinas Pangan Provinsi Sumatera 

Barat menyerahkan pelaksanaan Program TTIC kepada UPTD Distribusi Pasokan 

dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan 

Gubernur No. 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknik Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini 

didasarkan bahwa program TTIC relevan dengan tupoksi UPTD Distribusi Pasokan 

dan Akses Pangan. 

Dengan resminya penunjukkan UPTD Distribusi Pasokan dan Akses 

Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana Program Toko 

                                                
8 Website Resmi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 

http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/kementan-kembangkan-ttic-agar-tercipta-harga-pangan-yang-

wajar 
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Tani Indonesia Center (TTIC) menjadikan UPTD Distribusi Pasokan dan Akses 

Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menjadi satu-satunya UPTD yang 

bertanggungjawab sebagai implementor Program TTIC di Indonesia. Selain itu, 

dengan pengelolaan TTIC yang dilimpahkan pada UPTD Distribusi Pasokan dan 

Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, menjadikan ruang gerak 

TTIC lebih luas daripada TTIC di Provinsi lain yang hanya dikelola oleh Bidang 

Distribusi Dinas Pangan masing-masing Provinsi. 

Dan untuk menguatkan kedudukan UPTD Distribusi Pasokan dan Akses 

Pangan sebagai pelaksana Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di 

Sumatera Barat, maka dari itu menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera 

Barat No : 521 – 208 – 2019 sebelumnya, pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan 

Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 tentang Toko Tani Indonesia Center 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TTIC di Sumatera Barat. 

Dalam hal ini Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat bertugas sebagai 

penanggungjawab pelaksanaan Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan 

sebagai pengawas UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan dalam mengelolala 

TTIC Provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu UPTD Distribusi Pasokan dan Akses 

Pangan sebagai pengelola TTIC wajib melaporkan segala bentuk pengelolaan TTIC 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 

Adapun sasaran dari Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) ini adalah 

Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), Toko Tani Indonesia 

(TTI), vendor, supplier, dan mitra sebagai pemasok kepada TTIC, dan masyarakat 
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sebagai penerima distribusi bahan pangan dengan harga murah yang dilakukan 

melalui TTIC. Sedangkan tujuan program TTIC antara lain:9 

1. Mewujudkan kemudahan atau akses dalam mendapatkan Pangan murah 

bagi masyarakat 

2. Menciptakan produk pertanian dengan harga yang layak dan 

menguntungkan   Petani 

3. Mewujudkan stabilisasi harga Pangan di Daerah 

4. Menahan gejolak harga dalam situasi tertentu atau yang bersifat insidentil 

5. Menguatkan PUPM dan LUPM yang ada di Daerah 

Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dalam hal ini menjadi wadah untuk 

memasok dan menyalurkan produk pangan strategis yang ada di daerah. Dalam 

pelaksanaannya UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan 

Provinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara program TTIC bertindak sebagai 

distribution centre dan fasilitator antara pemasok yaitu petani/Gapoktan/Lembaga 

Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), vendor/mitra/supplier dengan masyarakat 

sebagai konsumen, sehingga adanya jaminan pasar bagi 

Gapoktan/produsen/LUPM/supplier tersebut. Keberadaan TTIC diharapkan dapat 

menyediakan pangan berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat, dan 

dapat dijadikan sebagai acuan harga pangan dipasaran 

                                                
9 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Toko Tani Indonesia Center, 

Pasal 3 
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Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Provinsi Sumatera Barat 

sendiri telah dilaksanakan dari tahun 2018. Selang dari tahun 2018 sampai tahun 

2020 pelaksanaan program ini Provinsi Sumatera Barat memiliki Indeks Ketahanan 

Pangan yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1.2 dengan posisi 

Provinsi Sumatera Barat sebagai peringkat 1 (satu) di Pulau Sumatera selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut pada tahun 2018 sampai tahun 2020.  

Tabel 1.2 Peringkat IKP di Pulau Sumatera Indonesia Tahun 2018-2020 

Peringkat Provinsi 
Tahun Rata-

Rata 2018 2019 2020 

1 Sumatera Barat 74,56 75,43 78,64 76,21 

2 Lampung 73,24 71,36 77,43 74,01 

3 Jambi 72,00 68,23 70,00 70,08 

4 Riau 72,41 62,37 64,12 66,30 

5 Kepulauan Bangka Belitung 69,49 56,03 71,90 65,81 

6 Bengkulu 68,01 61,78 70,28 66,69 

7 Sumatera Utara 68,96 69,81 71,84 70,21 

8 Aceh 63,69 66,22  70,92 66,94 

9 Kepulauan Riau 63,41 59,26 62,70 61,79 

10 Sumatera Selatan 63.16 69,30 68,67 67,04 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan 

Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020 

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat 

merupakan Provinsi dengan Indeks Ketahan Pangan (IKP) tertinggi di Pulau 

Sumatera selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020. 

Setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 meningkat 

menjadi 75,43 dan selanjutnya pada tahun 2020 kembali meningkat secara 

signifikan pada angka 78,64. 
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Tingginya Indeks Ketahan Pangan (IKP) Provinsi Sumatera Barat ini juga 

tidak terlepas dari sumbangsih Indeks Keterjangkauan pangan yang merupakan 

fokus tujuan program TTIC. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1.3 

Tabel 1.3 Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkau, Indeks 

Pemanfaat dan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2019 – 2020 

Tahun 

Indeks 

Ketersediaan 

(IK) 

Indeks 

Keterjangkauan 

(IA) 

Indeks 

Pemanfatan 

(IP) 

Indeks 

Katahanan 

Pangan (IKP) 

2019 94,25 78,47 59,03 75,43 

2020 86,11 83,39 71,12 78,64 

Sumber : Olahanan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Badan 

Ketahanan Pangan Tahun 2019, 2020 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Indeks Keterjangkauan (IA) 

yang merupakan fokus dari penelitian peneliti sebagai tujuan dari pogram TTIC, 

menjadi sumbangsih tertinggi ke-2 dan terus meningkat setiap tahunnya dalam 

pengukuran Indeks Ketahan Pangan (IKP) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Sumatera 

Barat memiliki kinerja yang cukup bagus dalam mewujudkan tujuan yang 

ditetapkan melalui program TTIC. 

Sejalan dengan itu semenjak tahun 2018, inflasi Provinsi Sumatera Barat 

khususnya inflasi di bidang pangan juga mengalami penurunan. Capaian yang 

diperlihatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini diapresiasi oleh 

Kementan dalam melaksanakan dan mengembangkan Toko Tani Indonesia Center 

(TTIC) yang dapat menjaga pasokan dan harga pangan terkontrol serta pasokan 

pangan yang dijual beragam. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan 
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Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi saat menghadiri 

peresmian TTIC di Sumatera Barat bersama Gubernur Irwan Prayitno di TTIC 

Dinas Pangan Sumatera Barat, Rabu 17 Juli 2019. 

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur 

Sumatera Barat dalam menjaga pasokan dan stabilitasi harga 

pangan, dengan membangun TTIC modern full menggunakan 

APBD. TTIC di Sumbar ini luar biasa, selain mempunyai 

gedung permanen yang ditata dengan bagus, komoditas pangan 

yang dijual beragam, juga dilengkapi dengan fasilitas modern. 

Ini perlu dicontoh daerah lainnya." 10 

Namun dengan mewabahnya Covid-19 pada tahun 2020 lalu yang telah 

menginfeksi 153 juta (153.954.491) jiwa diseluruh dunia.11 Sedangkan di Provinsi 

Sumatera Barat kasus Covid-19 telah mencapai 37 ribu (37.845) jiwa jiwa12. Hal 

ini tentunya berdampak kesegala bidang kehidupan, termasuk berimplikasi pada 

inflasi pangan Provinsi Sumatera Barat yang meningkat secara dratis. Hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 1.4, yang mana perhitungan inflasi Provinsi Sumbar dilakukan 

pada 2 kota besar yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang memiliki 

keanekaragaman yang tinggi dari pada kota dan kabupaten lainnya. 

Tabel 1.4 Inflasi Pangan (Bahan Makanan) Tahunan Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2018 - 2020 

KOTA INFLASI 

INFLASI TAHUNAN 

2018 2019 2020 

Kota Padang 2,26 1,14 4,90 

Kota Bukittinggi 1,80 -0,80 3,68 

Gabungan 2 Kota 2,17 1,19 4,74 

                                                
10 Website Resmi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 

http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/tti-kementan-menginspirasi-gubernur-sumatera-barat-bangun-
ttic-modern  (Diakses Pada 30 Januari 2020) 
11 Website Resmi Covid-19 Indonesia (Covid.Go.Id) Merujuk Pada Sumber Who (Update Data 5 

Mei 2021) 
12 Website Resmi Covid-19 Sumbar https://corona.sumbarprov.go.id/ (Update Data 5 Mei 2021) 

http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/tti-kementan-menginspirasi-gubernur-sumatera-barat-bangun-ttic-modern
http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/tti-kementan-menginspirasi-gubernur-sumatera-barat-bangun-ttic-modern
https://corona.sumbarprov.go.id/
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Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera 

Barat  

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat diketahui inflansi pangan Provinsi 

Sumatera Barat menurun dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Tetapi dengan adanya 

Covid-19 inflasi pangan di Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta Gabungan 2 

Kota tersebut meningkat secara drastis yaitu inflasi pangan Sumatera Barat pada 

tahun 2019 sebesar 1,19 meningkat pada angka 4,74 dengan selisih yang sangat 

signifikan sebesar 3,55. 

Hal ini diiringi dengan meningkatnya jumlah kemiskinan di Provinsi 

Sumatera Barat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Yang sebelumnya terjadi 

penurunan setiap tahunnya, namun meningkat setelah masuknya Covid-19 ke 

Sumatera Barat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5 

Tabel 1.5 Jumlah Angka Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2017-2020 

Tahun Smt Jumlah 

2017 Maret 364,51 

September 359,99 

2018 
Maret 357,13 

September 353,24 

2019 
Maret 348,22 

September 343,09 

2020 
Maret 344,23 

September 364,79 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Badan Statistik Provinsi Sumatera 

Barat 

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah angka kemiskinan di 

Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu dari tahun 

2017 sampai 2019. Namun pada tahun 2020, jumlah angka kemiskinan di Provinsi 

Sumatera Barat yaitu dari tahun 2019 pada semester 2 (September) berada di angka 
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343,09 meningkat menjadi 344,23 di semester 1 (Maret) tahun 2020 dan terus 

meningkat dratis di semester 2 (September) di angka 364,79. 

Peningkatanan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ini juga diringi 

dengan penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang terjadi. 

Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan pada Tabel 1.6 berikut. 

Tabel 1.6 Pendapatan Perkapita Menurut Harga Konstan di Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2017-2020 

Tahun PDRB Perkapita (Rp) 

2017 29.312.165,10 

2018 30.470.799,48 

2019 31.649.982,79 

2020 30.817.564,63 

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 1.6 tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Perkapita 

Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya secara berkelanjutan. Namun 

pada tahun 2020 dengan merebaknya pandemi Covid-19, Pendapatan Perkapita 

Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan secara signifikan dengan selisih Rp. 

832.418,16. Dengan Covid-19 yang secara ekonomi berdampak pada pendapatan 

masyarakat dan kenaikan harga pada beberapa komoditi pangan hal ini berimbas 

juga dengan penurunan daya beli masyarakat yang sekaligus mempengaruhi inflasi. 

Maka dari itu, dalam rangka economy recovery akibat Covid-19, Badan Ketahanan 

Pangan Kementerian Pertanian masih menghadirkan Program Toko Tani Indonesia 

Center (TTIC) di seluruh Provinsi di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera 

Barat. 
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 

tentang Toko Tani Indonesia Center, pelaksanaan TTIC meliputi 4 (empat) kegiatan 

yaitu;13 

1. Pengelolaan stok pangan strategis 

2. Pengelolaan sarana dan prasarana 

3. Pengelolaan administrasi dan keuangan 

4. Pengelolaan distribusi pangan/pemasaran 

Adapun dalam kegiatan pengelolaan stok pangan strategis UPTD Distribusi 

Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku pengelola 

Toko Tani Indonesia Center (TTIC) harus memfasilitasi 10 (sepuluh) komoditi 

pangan pokok dan strategis. Adapun 10 komoditi pangan tersebut yaitu; beras yang 

merupakan komoditi pokok, lalu 9 komoditi strategis yang terdiri dari cabe merah, 

bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan daging 

sapi, kacang tanah, dan jengkol dan/atau petai.14 Kesepuluh komoditi tersebut harus 

difasilitasi oleh TTIC Provinsi Sumatera Barat dan komoditi yang lainnya sebagai 

pelengkap dengan harga dibawah pasar.  

Stok pangan strategis ini diperoleh dari Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan 

Masyarakat (LUPM), supplier/vendor/ distributor, institusi/lembaga distribusi dan 

                                                
13 Log.Cit, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 tentang Toko Tani Indonesia 

Center, Pasal 9 
14 Ibid, Pasal 6 Ayat 2 
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logistik yang menjalin kemitraan dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 

melalui PKS/MOU yang disepakati kedua belah pihak untuk menjamin pasokan 

komoditi pangan di TTIC. Stok pangan yang dilakukan harus dapat memenuhi 

standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi keperluan pendistribusian 

pangan murah ke masyarakat melalui Bazar/Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar 

ataupun kegiatan lainnya. 

Adapun pihak pemasok yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan 

TTIC Sumatera Barat untuk memasok bahan pangan pada Tabel 1.7 

Tabel 1.7 Pihak Pemasok yang Melakukan Kontrak Kerjasama dengan 

TTIC Sumatera Barat 

2019 2020 2021 

Perum Bulog Divisi 

Regional Sumatera Barat 

Perum Bulog Divisi 

Regional Sumatera Barat 

Perum Bulog Divisi 

Regional Sumatera Barat 

CV. Harapan Makmur CV. Harapan Makmur CV. Harapan Makmur 

PT. Incasi Raya PT. Incasi Raya PT. Incasi Raya 

BUMNag Talang Jaya 

Mandiri Kab. Solok 

BUMNag Talang Jaya 

Mandiri Kab. Solok 

BUMNag Talang Jaya 

Mandiri Kab. Solok 

Usaha Ning Jesigo Usaha Ning Jesigo Usaha Manise Tuna Fish 

UD. Rul & Eni UD. Rul & Eni Samara Frozen food    

Usaha Manise Tuna Fish Usaha Manise Tuna Fish TTI UD. Yaser Arafat 

Mandiri/Gapoktan 

Harapan Bersama 

Samara Frozen food    Samara Frozen food    Gapoktan Baringin 

Saiyo 

Kelompok Tani Ikhtiar 

Bersama 

Kelompok Tani Ikhtiar 

Bersama 

Gapoktan Saiyo Sakato 

TTI UD. Yaser Arafat 

Mandiri/Gapoktan 

Harapan Bersama 

TTI UD. Yaser Arafat 

Mandiri/Gapoktan 

Harapan Bersama 

Kelompok Tani Tunas 

Baru 

Kelompok Tani Bintang 

Timur 

Kelompok Tani Bintang 

Timur 

Kelompok Tani Bintang 

Timur 

Gapoktan Baringin 

Saiyo 

Gapoktan Baringin 

Saiyo 

Kelompok Tani Banda 

Sampia 

Gapoktan Saiyo Sakato Gapoktan Saiyo Sakato Gapoktan Mutiara Tani 

Kelompok Tani Tunas 

Baru 

Kelompok Tani Tunas 

Baru 

Gapoktan Pervapil 
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Kelompok Tani Bintang 

Timur 

Kelompok Tani Bintang 

Timur 

Kelompok Tani Bareco 

Jaya 

Kelompok Tani Banda 

Sampia 

Kelompok Tani Banda 

Sampia 

Kelompok Tani Sawah 

Kapuak 

Gapoktan Mutiara Tani Gapoktan Mutiara Tani Kelompok Tani Taruna 

Harapan 

Gapoktan Pervapil Gapoktan Pervapil Kelompok Tani Suka 

Tani Sejahtera 

Kelompok Tani Bareco 

Jaya 

Kelompok Tani Bareco 

Jaya 

Gapoktan Koto Andalan 

Kelompok Tani Sawah 

Kapuak 

Kelompok Tani Sawah 

Kapuak 

Kelompok Tani Harapan 

Baru  

Kelompok Tani Taruna 

Harapan 

Kelompok Tani Taruna 

Harapan 

Kelompok Tani Bina Lia 

Kelompok Tani Suka 

Tani Sejahtera 

Kelompok Tani Suka 

Tani Sejahtera 

Gapoktan Lembuti 

Mandiri 

 Gapoktan Koto Andalan Gapoktan Batang 

Timbulun  

Kelompok Tani Harapan 

Baru  

Kelompok Tani Lima 

Sudara 

Kelompok Tani Bina Lia Gapoktan Kobaya Maju 

Bersama 

Gapoktan Lembuti 

Mandiri 

Gapoktan Maju Saiyo 

Gapoktan Batang 

Timbulun  

Gapoktan Albasiko II 

Kelompok Tani Lima 

Sudara 

Gapoktan Karya 

Sejahtera 

Gapoktan Kobaya Maju 

Bersama 

Gapoktan Dilam Bersatu 

Gapoktan Maju Saiyo Poktan Talang 

Sarumpun 

 Poktan Talang Ts II 

Poktan Sungai Abuk I 

Gapoktan Pasar 

Kambang II 

Gapoktan Sungai Tunu 

Utara 

Kelompok Tani 

Semangat Tani 

Poktan Semangat Tani 

Gapoktan Maju Bersama 

Gapoktan Albasiko 

Gapoktan Karya 

Bersama 
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Toko Tani Barokah 

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Pasokan Bahan Pangan 

Tahun 2019, 2020, dan Data UPTD DPAP 

Berdasarkan Tabel 1.7 bahwa Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumbar 

memiliki pemasok yang beragam dan cukup banyak, khususnya Gapoktan yang 

tersebar di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Adapun gapoktan yang 

memasok ke TTIC merupakan gapoktan binaan Lembaga Pangan Daerah Kab/Kota 

di Sumatera Barat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPTD Distribusi 

Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, yang 

mengatakan bahwa: 

”Untuk daerah Kab/Kota juga berperan sebagai pemasok di 

TTIC melalui perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi dengan Pemerintah Daerah tersebut. Biasanya pasokan 

dari daerah tersebut berasal dari petani/Gapoktan binaan 

Lembaga Pangan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang telah 

terikat perjanjian dengan kami telah ada beberapa Kab/Kota 

yaitu Agam, Solok, Tanah Datar, Padang, Lima Puluh Kota, dan 

Payakumbuh. Sedangkan untuk bahan pangan industri itu dari 

vendor-vendor besar agen pertama dari pabrik, dan selanjutnya 

juga ada dari Bulog”. (Wawancara dengan Ir. Suswita, MP 

Kepala UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas 

Pangan Provinsi Sumatera Barat (periode 2018-2021), Tanggal 

9 Maret 2021, pukul 11.30 WIB) 

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa untuk menjamin 

pasokan komoditi pangan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) oleh Gapoktan, 

maka juga dilakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan 

Dinas/Lembaga Pangan Daerah sebagai bentuk urusan pemerintah.  

Selanjutnya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini 

UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan harus menyimpan sementara stok 

pangan yang telah diterima dari pemasok sebelum didistribusikan kepada 
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masyarakat. Untuk menjaga kualitas stok pangan yang telah diterima dari pemasok 

dilakukan penanganan (handling) produk pangan melalui sarana prasarana yang 

menunjang dalam pelaksanaan program TTIC. Begitupun juga handling 

pengeluaran stok pangan dari gudang untuk didistribusikan kepada masyarakat.   

Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Program TTIC 

Sumatera Barat 

No. 
Sarana dan Prasarana Keterangan 

1. Gedung rumah inflasi permanen Jl. By Pass Km 15, Aie 

Pacah, Kota Padang 

2. Komputer kasir 1 set 

3. Cool storage daging 1 unit 

4. Cool storage sayur 1 unit 

5. Freezer 2 unit 

6. Cooler box 10 unit 

7. Keranjang jinjing 74 unit 

8. Keranjang dorong 12 unit 

9. Keranjang angkut 55 unit 

10. Rak sayur 6 unit 

11. Gendset 1 unit 

12. Meja untuk mitra/vendor 50 unit 

13. Mobil box keliling 6 unit 

14. Troli 1 unit 

Sumber : Olahan Penulis Berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan TTIC 2020 

Berdasarkan Tabel 1.8 diatas bahwa terdapat beberapa sarana prasarana 

pendukung pelaksanaan Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Sarana dan 

prasarana tersebut dirasa cukup lengkap dalam mengadakan penyimpanan komoditi 

pangan di TTIC Sumbar oleh pihak UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan, 

namun belum cukup untuk pendistibusian komoditi pangan. Yaitu jumlah mobil 

box belum mencukupi untuk menjangkau pendistribusian komoditi pangan ke 

seluruh Kota Padang per hari dan kesulitan menjangkau daerah pesisir seperti 
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mentawai serta waktu tempuh melalui mobil yang lama ke daerah-daerah Kab/Kota 

yang mengkhawatirkan kerusakan stok pangan yang diangkut.  

Hal ini juga diiringi dengan kekurangan petugas yang mendukung 

pendistribusian komoditi pangan dalam pelaksanaan program TTIC. Adapun 

kuantitas SDM yang ada dalam pelaksana program ini dapat dilihat pada Tabel 1.9 

Tabel 1.9 Kuantitas SDM UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas 

Pangan Sumbar pelaksana TTIC Sumbar 

No. SDM Keterangan 

1. Kepala UPTD 1 orang 

2. Sub. Bagian Tata 

Usaha 

1 orang 

3. Seksi Pengadaan 1 orang 

4. Seksi Penyaluran 1 orang 

5. Staf 6 orang 

6. Tenaga Kontrak 14 orang 

7. Satpam 1 orang 

Sumber : Olahan Peneliti, 2021 

Berdasarkan Tabel 1.9 dapat dilihat bahwa kuantitas SDM dalam 

pelaksanaan program TTIC Sumbar oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses 

Pangan Dinas Pangan Sumatera Barat berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. 

Disampaikan oleh Kepala Seksi Penyaluran UPTD Distribusi Pasokan dan Akses 

Pangan Dinas Pangan Sumatera Barat bahwa: 

“Untuk penyaluran kami terkendala kekurangan sarana 

prasarana, kekurangan petugas, sehingga bahan pangan ini sulit 

tersampaikan pada masyarakat. Sehingga tidak terjangkau 

seluruh masyarakat kelurahan Kota Padang. Mobil kami hanya 

ada lima, sehingga sehari itu hanya 10 titik yang tersampaikan. 

Sedangkan Kelurahan di Kota Padang ada 104. Begitupula 

untuk pelaksanaan Gelar Pangan Murah di Kab/Kota. Hanya 

dapat lewat daratan saja, sehingga yang daerah pesisir seperti 
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Mentawai dan daerah yang cukup jauh dari Kota Padang susah 

untuk diakses.“ (Wawancara dengan Musrizal, ST, M.Ikom, 

Kepala Seksi Penyaluran UPTD Distribusi Pasokan dan Akses 

Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 29 

Januari 2021, pukul 14.00 WIB)  

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa sarana prasarana dalam 

mendukung pelaksanaan Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Sumatera 

Barat masih belum memumpuni, khususnya sarana transportasi untuk 

mendistribusikan komoditi pangan murah ke masyarakat Povinsi Sumatera Barat. 

Lalu untuk pengelolaan administrasi dan keuangan berupa inventarisasi dan 

pencatatan jumlah dan harga stok pangan yang keluar dan masuk ke Toko Tani 

Indonesia Center (TTIC) setiap harinya, dan penatausahaan penyediaan seluruh 

komiditi pangan dan hasil penjualan, penyusunan laporan keuangan bulanan, 

semester, dan tahunan. Untuk pengecekan dan pencatatan keluar masuk barang 

pangan dilakukan oleh kepala gudang. Pencatatan ini dilakukan setiap hari oleh 

kepala gudang yang kemudian akan direkap oleh bagian tata usaha. Berikut betuk 

pencatatan keluar masuk barang yang dilakukan setiap hari oleh kepala gudang 

pada Gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Lembaran Kontrol Barang TTIC Per/Hari 

 
Sumber : Buku Kontrol Barang TTIC 

 

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa keluar masuk barang 

dari pemasok dan pendistribusian ke masyarakat dikontrol dengan pencatatan 

barang dan hasil penjualan barang pangan yang dilakukan oleh petugas. Yang mana 

hasil penjualan perhari ini akan kembali dicatat dan direkap oleh kasir sebagai 

bentuk laporan perbulan ataupun tahunan.  

Terakhir pengelolaan distribusi pangan/pemasaran, yang merupakan bentuk 

kegiatan distribusi pangan murah melalui TTIC agar terkendalinya stabilitas harga 

pangan dan lancarnya penyaluran bahan pangan kepada masyarakat. Adapun 
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kegiatan penyaluran komoditi pangan kepada masyarakat yang dilakukan melalui 

TTIC Sumbar pada saat pandemic Covid-19 dalam rangka economy recovery 

adalah kegiatan Bazar/Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar, dan subsidi bahan 

pangan 50%. Kegiatan ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor : 521 – 328 – 2020 Tentang Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan 

dalam Rangka Mengatasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521 – 615 – 2020 Tentang 

Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dalam Rangka Recovery Ekonomi 

Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Untuk kegiatan Bazar/Gelar Pangan Murah, dan Operasi Pasar merupakan 

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TTIC Sumbar sebelum terjadinya pandemi 

Covid-19. Bazar/Gelar Pangan Murah merupakan kegiatan penyaluran pangan 

kepada masyarakat yang dilakukan apabila terjadi potensi fluktuasi pasokan dan 

harga pangan, dan Operasi Pasar dilakukan untuk komoditas bahan pangan yang 

bergejolak tinggi.  

Untuk menunjang pelaksanaan program ini secara efektif, pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat meresmikan gedung permanen Toko Tani Indonesia 

Center (TTIC) sebagai rumah inflansi pangan sekaligus memindahkan kantor 

UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera 

Barat ke Jl. Bypass KM 15, Aia Pacah, Padang pada 17 Juli 2019. Karena TTIC 

merupakan distribution centre, maka pendirian rumah inflasi pangan berada di 

ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Pembangunan gedung 
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permanen TTIC ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah daerah Sumatera Barat 

dalam penyelenggaraan Program TTIC. Dengan hal ini maka, memperkuat 

kedudukan UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi 

Sumatera Barat dalam pelaksanaan Program TTIC dan memperlihatkan keseriusan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program tersebut.  

Pendistribusian komoditi pangan ke masyarakat melalui Bazar/Gelar 

Pangan Murah di Kota Padang dilakukan setiap hari kerja melalui rumah inflasi 

pangan. Namun untuk saat ini letak TTIC dinilai kurang strategis untuk dijangkau 

masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang karena letak TTIC yang cukup jauh 

dan akses masyarakat yang kurang. Sehingga untuk menjangkau masyarakat 

tersebut maka TTIC melakukan gelar pangan murah dengan datang ke Kelurahan 

dan Kecamatan setiap hari kerja secara berkala. Hal ini disampaikan oleh Kepala 

Seksi Pengadaan UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan 

Provinsi Sumatera Barat, yang mengatakan bahwa : 

“Untuk tempat lumayan jauh susah diakses masyarakat, tidak 

ada angkot atau kendaraan umum, cuma Trans Padang. 

Makanya kami jemput bola, dengan datang ke Kelurahan atau 

ke Kecamatan tiap hari kerja. “(Wawancara dengan Dona 

Gracia Jorie, SP, Kepala Seksi Pengadaan UPTD Distribusi 

Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera 

Barat, Tanggal 29 Januari 2021 (periode 2018-2021), pukul 

15.00 WIB) 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa untuk memaksimalkan 

pendistribusian kepada masyarakat khususnya di Kota Padang, yang dikarenakan 

letak TTIC yang susah diakses masyarakat maka dilakukan penjembuatan bola 

dengan mendatangi Kelurahan dan Kecamatan setiap hari kerja secara berkala. 
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Selain itu pendistribusian di Kota Padang juga dilakukan secara online 

dengan sistem pre order melalui akun sosial media TTIC Sumbar yaitu facebook 

(Ttic Sumbar) dan instagram (@ttic-sumbar_) oleh masyarakat, lalu petugas akan 

mengantarkan kerumah masyarakat yang telah mengorder tanpa pungutan biaya. 

Hal ini bertujuan agar pendistribusian ke masyarakat, khususnya di Kota Padang 

sebagai wilayah center TTIC Sumbar dapat terlaksana secara merata di tengah 

pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pengadaan 

UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera 

Barat, yang mengatakan bahwa : 

“Agar pelayanan dan pendistribusian komoditi pangan ke 

masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang berjalan secara 

maksimal, terlebih dengan adanya Covid-19 ini maka sekarang 

kami juga juga ada dengan sistem online. Jadi masyarakat 

mengorder melalui facebook atau instagram, nanti diantarkan 

kerumah masyarakat dengan free ongkir.” (Wawancara dengan 

Musrizal, ST, M.Ikom, Kepala Seksi Penyaluran UPTD 

Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi 

Sumatera Barat, Tanggal 29 Januari 2021, pukul 14.00 WIB) 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa untuk pendistribusian 

komoditi pangan murah ke masyarakat di Kota Padang selain melalui rumah pangan 

inflasi dan mobil box keliling ke Kelurahan, tetapi juga dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi yaitu secara online dengan sistem pre order dan free ongkir. 

Dengan upaya yang dilakukan pihak UPTD untuk memaksimalkan pendistribusian 

komoditi pangan ke masyarakat ditengah pademi Covid-19, menunjukkan adanya 

indikasi komitmen oleh aktor pelaksana dalam mengimplementasikan program 

TTIC di Provinsi Sumatera Barat. 
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Sedangkan untuk di Kab/Kota yang lain, Bazar/Gelar Pangan Murah 

diadakan jika ada permintaan atau undangan dari Dinas/Lembaga Pangan Daerah 

kepada UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi 

Sumatera Barat untuk dilaksanakan didaerahnya jika terjadi permasalahan pangan 

daerah dan Dinas Ketahanan Pangan Daerah tidak bisa menangani masalah 

tersebut. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan Bazar/Gelar 

Pangan Murah yang dilakukan melalui program TTIC mengalami hambatan. Hal 

ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang tidak memperbolehkan terjadinya 

kerumunan. Sedangkan jika melaksanakan Gelar Pangan Murah, maka tentunya 

akan mengundang kerumunan masyarakat. Sehingga dengan adanya pandemi 

Covid-19 pendistribusian pangan murah ke masyarakat di Kab/Kota menjadi 

terlaksana kurang baik dibandingkan sebelumnya. Padahal ditengah terjadinya 

pandemi Covid-19 yang menyebabkan kesulitan ekonomi ini masyarakat sangat 

membutuhkan bahan pangan.  

Adapun Kab/Kota yang telah dijangkau melalui Program TTIC dalam 

mendistribusikan bahan pangan murah ke masyarakat selama 3 (tahun) terakhir ini 

dapat dilihat pada Tabel 1.10 

Tabel 1.10 Daftar Kab/Kota Pelaksanaan Gelar Pangan Murah Tahun 2018-

2020 

No. Kab/Kota Tahun  

2018 2019 2020 

1. Kab. Dharmasraya 5-8 November    

2. Kab. Tanah Datar 28-30 

November  

15 Februari 23-24 Juli 

6-7 Agustus 

5-6 November 

3. Kab. Sijunjung  11-12 Februari 14-15 

September 
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4. Kab. Lima Puluh Kota  8-9 April  

5. Kab. Pesisir Selatan  15 Mei 

29-30 Mei 

 

6. Kota Payakumbuh  16 Mei  

7. Kota Bukittinggi  19 Februari 

26 Februari 

23-25 Mei 

 

8. Kab. Agam  16-17 Februari 

27 Mei 

11-12 Februari 

11 Maret 

29-10 Juli 

9. Kab. Solok  27 Mei 22-23 Juli 

10. Kota Pariaman  17 Oktober  

11. Kab. Pasaman Barat  22 Oktober 6-7 Januari 

13-14 Agustus 

8-9 Oktober 

12. Kota Padang Panjang   23 Februari 

13. Kab. Padang Pariaman   10 Januari 

29-30 

September 

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Bazar/Pasar Murah 

Bahan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, 2019, 2020 

Berdasarkan tabel 1.10 dapat diketahui bahwa masih banyak Kab/Kota yang 

belum terjangkau dalam pendistribusian pangan murah kepada masyarakat. Dari 19 

(sembilan belas) Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat, Bazar Pangan Murah 

melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang telah terlaksana hanya di 12 

Kab/Kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2018 hanya terlaksana di 2 Kabupaten, 

yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar. Terlaksana di 2 

Kabupaten ini dikarenakan pelaksanaan program masih baru dan dimulai pada saat 

sudah dipertengahan tahun. Selanjutnya pada tahun 2019 pada tahun kedua 

pelaksanaan program, Kab/Kota yang dijangkau sudah lebih banyak yaitu 11 

Kab/Kota di Sumatera Barat, dengan total pelaksanaan 14 kali. Namun baru 

terjadinya peningkatan pendistribusian di Kab/Kota yang dijangkau dari 

pelaksanaan program TTIC, pandemi Covid-19 mulai memasuki wilayah Indonesia 
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khususnya Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hanya 7 Kabupaten yang dapat 

dijangkau dengan total pelaksanaan yaitu 14 kali. 

Dengan penurunan jangkauan daerah dalam pelaksanaan pendistribusian 

komoditi pangan melalui Bazar/Gelar Pangan Murah karena pemerintah daerah 

banyak yang tidak mengizinkan pelaksanaan Bazar disaat pandemi Covid-19 ini, 

tentunya menjadi faktor kendala yang cukup signifikan dalam implementasi 

program TTIC di Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19. Padahal 

sebenarnya melalui program ini masyarakat sangat terbantu memenuhi kebutuhan 

pangan mengingat kesulitan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. 

Untuk melihat pelaksanaan program TTIC ke daerah-daerah tersebut 

peneliti memfokus pada lima daerah yaitu, Kota Padang yang menjadi pusat 

wilayah kerja Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai distributor center. 

Selanjutnya Kota Bukittinggi yang merupakan daerah perhitungan inflasi pangan 

di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi masyarakat yang heterogen. Daerah 

lainnya yaitu Kabupaten Agam yang merupakan daerah yang paling sering 

dilaksanakan bazar pangan murah di daerahnya. Begitupun dengan Kabupaten 

Tanah Datar yang juga daerah yang paling sering dilaksanakan bazar pangan murah 

serta Kabupaten Tanah Datar adalah satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera 

Barat yang telah mereplikasi Program TTIC di daerahnya. Daerah terakhir yaitu 

Kota Padang Panjang yang yang merupakan daerah paling jarang dilaksanakan 

bazar pangan murah, hanya satu kali pada tahun 2020. 
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Kegiatan pendistribusian bahan pangan yang lainnya yaitu subsidi bahan 

pangan 50%, merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan melalui Program Toko 

Tani Indonesia Center (TTIC) di Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun terakhir 

sebagai upaya economy recovery akibat Covid-19. Kegiatan subsidi bahan pangan 

50% dilakukan secara sistem paket, dan sekarang menjadi kegiatan rutin dalam 

program TTIC. Dan khusus untuk kegiatan ini, anggarannya didukung secara 

politik oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Pokok Pikiran 

anggota dewan. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk subisidi 50% paket 

bahan pangan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini disampaikan 

oleh Kepala Seksi Penyaluran UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas 

Pangan Sumatera Barat yang mengatakan bahwa : 

“Subsidi 50% ini dalam rangka recovery economy, untuk 

masyarakat terdampak Covid-19. Jadi, yang punya kegiatan 

kita, yang punya dana anggota dewan melalui dana pokok 

pikiran anggota dewan. Kami menyiapkan paket bahan pangan 

senilai Rp. 200.000 tetapi masyarakat hanya membayar Rp. 

100.000. Isinya berupa gula 4 kg, minyak 4 liter, beras 5 kg, 

telur 1 tray. Adapun KK yang berstatus ASN tidak dapat 

menerima, dan dalam 1 KK hanya dapat 1 paket” (Wawancara 

dengan Musrizal, ST, M.Ikom, Kepala Seksi Penyaluran UPTD 

Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi 

Sumatera Barat, Tanggal 15 Juli 2021, pukul 14.15 WIB) 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa subsidi bahan 

pangan 50% ditujukan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan sistem 

paket, dan anggaran kegiatan berasal dari Dana Pokok Pikiran Anggota DPRD 

Provinsi. Pemilihan daerah yang akan dilaksanakan subsidi bahan pangan 50% 

ditentukan oleh masing-masing anggota dewan yang memberikan dana pokir sesuai 

daerah Dapil mereka masing-masing.  
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Anggaran program TTIC sendiri telah dianggarkan dari APBN yang berupa 

dana dekonsentrasi. Namun jika telah bejalan selama 3 (tiga) tahun di anggap telah 

mandiri. Tetapi dikarenakan pandemi Covid-19, pemerintah menilai program ini 

cukup efektif untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat akibat pandemi Covid-

19. Maka dari itu BKP Kementerian Pertanian memberikan dana tambahan melalui 

kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan untuk menunjang pelaksanaan TTIC dengan 

pemberian dana LUPM (Gapoktan binaan PUPM) yang memasok beras ke TTIC. 

Adapun anggaran kegiatan TTIC dapat dilihat pada Tabel 1.11 

Tabel 1.11 Anggaran Kegiatan TTIC Sumbar Tahun 2018 – 2020 

Tahun Jumlah Anggaran 

2018 Rp. 499.650.000,00- 

2019 Rp. 670.567.000,00- 

2020 Rp. 2.340.322.000,00- 

2021 Rp. 3.385.980.000,00- 

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Data oleh UPTD Distribusi Pasokan dan 

Akses Pangan Dinas Pangan Sumbar Tahun 2018-2021 

Berdasarkan Tabel 1.11 diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan TTIC 

meningkat secara drastis setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program 

TTIC yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu anggaran yang 

bersumber dari APBN dekonsentrasi yang merupakan anggaran dasar yang 

diberikan oleh BPK Kementerian Pertanian, lalu disokong oleh APBD sebagai 

bentuk dukungan pemerintah daerah, dan dengan adanya pendemi Covid-19 selama 

2 (dua) tahun terakhir program TTIC juga didukung secara politik oleh DPRD 

Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Pokok Pikiran anggota dewan. Sehinggga 



 

31 

 

program TTIC di Sumatera Barat saat ini telah memiliki 3 (tiga) sumber anggaran 

kegiatan.  

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.11 yang mana anggaran pada tahun 2018 

senilai Rp. 499.650.000,00- pada awalnya yang digunakan untuk berbagai sarana 

dan prasana serta promosi yang gencar-gencar untuk memperkenalkan TTIC ke 

masyarakat dan petani. Lalu selanjutnya pada tahun ke-2 yaitu 2019 terjadi 

peningkatan lagi menjadi Rp.670.567.000,00-, ini sudah disokong oleh APBD 

sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah. Dan tahun berikutnya yaitu tahun 

2020 sampai 2021, anggaran TTIC meningkat secara dratis menjadi 1 sampai 2 

triliun rupiah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 program TTIC 

Sumbar mendapatkan 3 sumber dana yaitu dari pusat berupa dekonsentrasi APBN, 

ditambah dengan APBN sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat, dan juga dukungan dari Dana Pokok Pikiran Anggota DPRD Provinsi 

Sumatera Barat. 

Penambahan dan dukungan dana ini juga diiringi harapan dari 

terselenggaranya program TTIC dapat membantu kesulitan pangan dan ekonomi 

masyarakat yang diakibatkan karena pandemi Covid-19. Sehingga dengan adanya 

pandemi Covid-19 ini menjadikan dana yang dikucurkan pada TTIC menjadi lebih 

banyak dan pelaksanaan program juga diharapkan menjadi lebih baik sesuai yang 

diharapkan. 

Dan khusus untuk dana yang bersumber dari Dana Pokok Pikiran Anggota 

DPRD Provinsi Sumatera Barat, disalurkan pada pelaksanaan kegiatan subsidi 
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pangan 50%. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan 

melalui Program TTIC di Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai 

upaya economy recovery akibat Covid-19. Kegiatan subsidi bahan pangan 50% 

dilakukan dengan memberikan komoditi pangan ke masyarakat yang terdampak 

Covid-19 dengan sistem paket.  

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah peneliti paparkan maka 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Implementasi Program TTIC 

oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Sumatera Barat. 

Adapun judul penelitian yang peniliti lakukan yaitu “Implementasi Program 

Toko Tani Indonesia Center (TTIC) pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas 

Pangan Provinsi Sumatera Barat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Toko Tani Indonesia Center 

(TTIC) pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

menganalisis Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) pada 

masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan Ilmu 

Administrasi Publik secara umum dan Implementasi Kebijakan secara 

khusus 

2) Untuk menjadi referensi atau rujukan tentang implementasi program TTIC 

3) Sebagai perbadingan atau rujukan bagi peneliti yang ingin mendalami 

penelitian mengenai dengan topic penelitian yang sama 

1.4.2  Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini dapat mengetahui bagaimana implementasi 

program TTIC di Provinsi Sumbar. Dan diharapkan penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi, masukan, pertimbaangan, dan acuan kepada Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan Sumatera Barat, khususnya UPTD 

Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Sumatera Barat dalam 

merealisasikan program TTIC.
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